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PENGERTIAN PELAYAN PUBLIK

Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik……..?
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UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik 



KEBUTUHAN MASYARAKAT

1
PRIMER
Makan, pakaian, tempat tinggal...

2
SEKUNDER
Transportasi, komunikasi, olah raga…

3
TERSIER
Wisata, hiburan, kendaraan…
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BARANG PRIVAT → Barang yang dihasilkan dengan alokasi
sumberdaya private dan tidak dapat diperoleh tanpa

pengorbanan

BARANG PUBLIK → Barang yang dihasilkan tanpa alokasi
sumber daya dan dapat diperoleh tanpa pengorbanan

BARANG PRIVAT DAN BARANG PUBLIK
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• Jalan Tol

• Sarana transpotasi umum

• Rumah Sakit

• Sekolah

SEMI PRIVAT

PRIVAT

PUBLIK

SEMI PUBLIK
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• Ruang terbuka publik

• Pedestrian

• Jalan umum

• Penerangan Jalan

• Rumah

• Kendaraan

• Pakaian

• Makanan

• Sumber air tanah

• Halaman rumah

PEMANFAATAN DAN KEPEMILIKAN BARANG

Pemerintah

Swasta



JENIS PELAYANAN PUBLIK
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• Pelayanan Barang

→ Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, seperti jalan, ruang

terbuka, gedung olah raga, saluran dll

• Pelayanan Administratif

→ Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, seperti akte, 

peizinan dll

• Pelayanan Jasa

→ Pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pendidikan, kesehatan, 

transportasi dll

• Pelayanan Regulatif

→ Pelayanan yang menghasilkan produk peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, seperti penertiban

kaki lima, perda larangan merokok dll



Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
UU 25/2009 ntang Pelayanan Publik
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Kepentingan umum; 
Kepastian hukum; 
Kesamaan hak; 
Keseimbangan hak dan kewajiban; 
Keprofesionalan; 
Partisipatif; 

Persamaan perlakuan; 
Keterbukaan; 
Akuntabilitas; 
Fasilitas dan perlakuan khusus bagi 
kelompok rentan; 
Ketepatan waktu, dan 
Kecepatan, kemudahan dan 
keterjangkauan 



PERINSIP PELAYANAN PUBLIK

TEPAT WAKTU 

Pelayanan dapat diselesaikan sesuai waktu
yang ditentukan

SEDERHANA 

Mudah, cepat dan tidak berbelit – belit, 

JELAS DAN TERBUKA

Informasi tentang posedur, persyaratan, 
penanggung jawab, pembayaran, waktu

penyelesaian, hak dan kewajiban

AMAN 

Dapat memberikan keamanan, 
kenyamanan, dan kepastian

hukum

ADIL DAN MERATA 

Cakupan pelayanan seluas mungkin dengan

distribusi yang merata dan perlakuan yang 

adil

EKONOMIS

Biaya pelayanan ditetapkan secara wajar
dengan memperhatikan biaya opersional dan 
kemampuan masyarakat membayar

EFISIEN 

Persyaratan dibatasi pada hal yang 
berkaitan langsung dengan
keperluan pelayanan
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FUNGSI DKI JAKARTA

DAERAH OTONOM
(UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah)

IBU KOTA NKRI
(UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI)

1. Urusan Wajib (24)
➢ Pelayanan Dasar (6)

₋ Pendidikan - Perkim
₋ Kesehatan - Trantib, Linmas
₋ PU dan TR                                - Sosial

➢ Non Pelayanan Dasar (18)
⁻ Naker - Kominfo
⁻ Pemberdayaan PA                   - KUKM 
⁻ Pangan - Penanaman Modal
⁻ Pertanahan - Kepemudaan & OR
⁻ LH                                               - Statistik
⁻ Admindukcapil - Persandian
⁻ Pemberdayaan masy desa - Kebudayaan
⁻ Dalduk & KB                             - Perpustakaan
⁻ Perhubungan - Arsip

2. Urusan Pilihan (8)
₋ Kelautan & perikanan - ESDM
₋ Pariwisata - Perdagangan
₋ Pertanian - Perindustrian
₋ Kehutanan - Pariwisata

1. TR, SDA dan LH
2. Kependudukan dan Kim
3. Transportasi
4. Indag
5. Pariwisata

APBD

APBN
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Identifiksi
Permasalahan
Pelayanan
Publik
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Pelayanan Publik
Yang lambat, rumit, 
mahal, sulit, buruk, 
tidak efektif/efisien, 
tidak transparan dan 

tidak merata

KERANGKA PIKIR Pelayanan Publik
Yang cepat, mudah, 

murah, sulit, baik, 
efektif/efisien, 
transparan dan 

merata
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INOVASI

Paradigma tentang pelayanan Pemerintah:LATAR BELAKANG

CITY 1.0
Pemerintah Kota 

sebagai 

administrator 

warga sebagai 

penghuni

CITY 2.0

Pemerintah Kota 

sebagai Penyedia 

Jasa warga 

sebagai 

konsumen

CITY 3.0
Pemerintah Kota 

sebagai Fasilitator 

warga sebagai 

partisipan

CITY 4.0
Pemerintah Kota 

sebagai 

Kolaborator warga 

sebagai kokreator

TUJUAN

Lambat

Rumit

Buruk

Tidak Efektif dan Efisien

SASARAN

Mahal

Sulit

Tidak Transparan

Tidak Merata

Menjawab tantangan evolusi
kota melalui peningkatan
kinerja penyelenggaraan
Pemda.

Mmpercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

o Peningkatan Pelayanan Publik yang cepat, sederhana, murah, mudah, baik, dan merata.

o Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat yang partisipatif dan transparan

o Peningkatan daya saing daerah yang efektif dan efisien
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EVALUASI → SURVEI KEPUASAN PELANGGAN
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ANALYSIS PENYEBAB PERMASALAHAN
PE L AY AN AN  PU B L IK

SUMBER DAYA MANUSIA

ANGGARAN

INFRASTRUKTUR

TATA KELOLA

KELEMBAGAAN

• OPERASIONAL
• PEMELIHARAAN

• SARANA 
• PRASARANA

• KUALITAS 
• KUANTITAS

• PERATURAN
• STANDAR PELAYANAN
• SOP
• MEKANISME

• REGULATOR
• OPERATOR

➢ Menyusun SOP Pelayanan Perizinan

➢ Pembentukan BLUD

➢ Penggunaan tenaga non PNS

➢ Pemberian PSO Transjak, MRT dan LRT

➢ Kerjasama pembangunan dengan badan usaha
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INSTRUMEN 
ANALISA

• Mengidentifikasi penyebab masalah/alternatif solusi al.
• Fishbone diagram
• Causal map
• Pohon masalah

• Memilih penyebab masalah prioritas al.
• Likert APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Kelayakan) 
• Analysis USG (Urgency, Seriousness, Growth)

• Memilih alternatif solusi al.
• Cost Benefit Analysis
• Tapisan Mc. Namara

• Menyusun strategi pelaksanaan al.
• SWOT
• Analisis Medan kekuatan

28
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Fishbone
Causal Loop

Tree Diagram

Force Field AnalisysSWOT

Cost and Benefit Analisys

CONTOH → Instrumen Analisa
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CONTOH → Instrumen Analisa

Analisa USG ( Urgency, Seriousness, Growth)

Tapisan Mc. Namara (Efektifitas, Efisiensi, Kemudahan)

MASALAH U S G TOTAL

Masalah A 3 4 5 12

Masalah B 3 5 5 13

Masalah C 4 4 5 13

Masalah D 5 5 5 15

SOLUSI Eft Efs M TOTAL

Solusi 1 3 4 5 12

Solusi 2 3 5 5 13

Solusi 3 4 4 5 13

Solusi 4 5 5 5 15

ISU STRATEGIS A P K L TOTAL

Isu Strategis 1 4 5 3 4 16

Isu Strategis 2 4 4 3 4 15

Isu Strategis 3 4 4 4 4 16

Isu Strategis 4 3 4 5 5 17

Likert APKL (Aktual, Problematik, Kehalayakan, Kelayakan)

mahendra@2020BPSDM



KEMACETAN LALU LINTAS

PENYEBAB A P K L TOTAL

Rendahnya kapasitas
jalan

4 5 3 4 16

Pesatnya pertumbuhan
jumlah kendaraan

4 4 3 4 15

Tingginya tingkat
penggunaan kendaraan
pribadi

4 4 5 4 17

Maraknya parkir di tepi
jalan

3 3 4 4 14

Likert APKL (Aktual, Problematik, Kehalayakan, Kelayakan)
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TINGGINYA PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI

PENYEBAB A P K L TOTAL

Prioritas pada program 
pembangunan jalan

4 5 3 4 16

Angkutan umum sulit
diakses

5 4 4 5 18

Kemudahan memiliki
kedaraan pribadi

4 5 4 4 17

Angkutan umum tidak
nyaman dan aman

3 3 5 4 15

Likert APKL (Aktual, Problematik, Kehalayakan, Kelayakan)
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ANGKUTAN UMUM SULIT DIAKSES

PENYEBAB A P K L TOTAL

Angkutan umum tidak
terintegrasi dengan
moda lain 

4 4 5 5 18

Angkutan umum
jumlahnya kurang

3 3 4 5 15

Waktu tunggu lama 4 4 4 4 16

Trayek terbatas 4 4 5 4 17

Likert APKL (Aktual, Problematik, Kehalayakan, Kelayakan)
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ANGKUTAN UMUM BELUM TERINTEGRASI

MASALAH U S G TOTAL

Belum ada regulasi 4 4 5 14

Keengganan operator 3 4 4 11

Rendahnya kualitas
angkutan umum

4 3 3 10

Rendah kualitas
pengengemudi

4 4 4 12

Prioritas program APBD 3 5 5 13

Analisa USG ( Urgency, Seriousness, Growth)

Analisa USG
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KEMACETAN LALU LINTAS

Tingkat 

penggunaan

kendaraan

pribadi tinggi

Angkutan umum

sulit

Angkutan antar

moda belum

terintegrasi

Integrasi antar

moda dapat

dilakukan

Belum ada

regulasi untuk

integrasi antar

moda

KONDISI 
SAAT INI

DAMPAK

PERMASALAHAN

Tingkat 

penggunaan

kendaraan

pribadi

berkurang

Angkutan

umum, 

mudah

DAMPAK

KONDISI YG 
DIINGINKAN

SOLUSI

Menyusun

regulasi

Integrasi antar

moda

- SDM
- Infratruktur
- Kelembagaan
- Tata Kelola
- Anggaran
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TERIMA KASIH

BPSDM

Prepared by @mahendra2020

Maju Kotanya Bahagia Warganya


